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Abstrak

Pemerintahan daerah dijalankan atas dasar pemberian hak otonomi seluas- luasnya,
seluruh peran pemerintahan dibidang administrasi Negara dilaksanakan oleh
pemerintahan daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekuasaan politik dan
implementasi asas umum penyelenggaraan pemerintahan terhadap pejabat
struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan untuk
mengetahui proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan
pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada
konteks dari suatu keutuhan, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu
penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Berdasarkan
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak kekuasaan politik terhadap
pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat oleh Bupati
selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan mutasi pejabat
struktural ada yang tidak memenuhi syarat kualifikasi minimal yang terdiri atas
pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Kata kunci: Dampak, Kekuasaan Politik, Pejabat

Abstract

Regional government is carried out based on granting the widest possible autonomy rights, all
government roles in the field of State administration are carried out by regional government,
except for those that fall under the authority of the central government. This research aims to
analyze the impact of political power and the implementation of general principles of
government administration on structural officials within the West Aceh Regency government
environment and to determine the process of appointment and transfer of structural officials
within the West Aceh Regency government environment. The method used in this research is
a qualitative method where the research is carried out in a natural setting or the context of a
whole, this research is a type of field research, namely research that is carried out directly in the
field or on respondents. Based on the research results, it can be concluded that the impact of
political power on structural officials in the West Aceh Regency government environment by
the Regent as the official who has the authority to appoint and transfer structural officials does
not meet the minimum qualification requirements consisting of education, training, and
experience.

Keywords: Impact, Political Power, Officials

Pendahuluan

Kekuasaan sering kali dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik.
Padahal dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu
kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika
perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power
tersebut memberikan konotasi yang positif bahkan sangat diperlukan. Konotasi
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negatif dari kekuasaan sering kali muncul dikarenakan terdapat berbagai kasus di
mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya
untuk hal yang positif (Tappil Rambe, 2019).

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk
mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa
sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang
yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk
mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-
akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Dalam Teori
kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural talcoot parsons, Weber
mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan
orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya. (Hidayat, 2009).

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok
untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor
kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa
berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun
militer. (Hidayat, 2009). Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdi tujuan
negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan,
kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.
(Hidayat, 2009)

Politik sebagai kompromi dan konsensus atau pembagian kekuasaan adalah
asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus
dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik,
tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing
memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik
suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan
melalui kompromi dan konsensus di atas “meja”, bukan pertumpahan darah.
(Anggara, 2013)

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik
adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi
antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam
masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal
bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu sebuah kelaziman apabila dalam realitas
sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok
politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl
mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan
kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri. (Hidayat, 2009)
Politik berkaitan erat dengan pemerintahan dan kekuasaan yang mengatur hubungan-
hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain.

Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
adalah unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati dan
perangkat daerah (UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 ayat
9). Maka dengan diberinya kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat
sangat diharapkan kepada Bupati Aceh Barat selaku penyelenggara pemerintah yang
berwenang menunjukkan pejabat struktural untuk berpedoman pada pasal 20
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan pasal 1 ayat 5
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara.
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Bupati Aceh Barat adalah kepala pemerintahann daerah yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dalam hal pengangkatan pejabat struktural di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bupati Aceh Barat mengangkat
pejabat struktural tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara yaitu pegawai aparatur sipil negara
yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik nepotisme. ( Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil
Negara Pasal 1 ayat 5 ) dan tidak sesuai dengan amanah pasal 20 Undang-undang
nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib
penyelenggaraan pemerintahan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang
penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan
(entity). (Saebani, 2019) Penelitian ini berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek
dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui tentang adanya dampak kekuasaan politik terhadap
pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Penelitian
ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung
dilakukan di lapangan atau pada responden.

Hasil dan Pembahasan
A. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan pemilihan kepada daerah tingkat I beserta wakilnya
merupakan kegiatan demokrasi yang wajib dilaksanakan lima tahun sekali oleh
daerah. Pelaksanan pilkada merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah
pusat kepada daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya, ini
sesuai dengan amanat dari reformasi dalam bidang politik. Dalam hal pemilihan
kepala daerah dan wakilnya, ini berjalan murni tanpa adanya pengaruh dari
pemerintah pusat dalam penentuan pemimpin daerah dan wakilnya sesuai dengan
pilihan Masyarakat daerah tersebut.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan sistem demokrasi
langsung mengajarkan kepada masyarakat daerah agar mereka objektif dalam
memilih pemimpinnya, begitu pula dalam pemilihan anggota dewan perwakilan
rakyat daerah, ini dilakukan agar masyarakat tidak salah memilih para elit politik
untuk mendukung keberhasilan pembangunan di daerah. (Hayati, 2015)Pelaksanaan
Pilkada langsung adalah sebuah perjalanan demokrasi dan partisipasi masyarakat
dalam memilih pemimpinnya, dan sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dalam bidang politik, yakni hak memilih dan dipilih.
Keterlibatan langsung dari masyarakat juga akan memantau pelaksanaan demokrasi
ini agar pilkada berjalan dengan jujur dan bersih.

Tugas Pemerintah daerah yakni mengelola urusan mereka sesuai dengan
prinsip otonomi dan dukungan dari masyarakat, ini bertujuan untuk mempercepat
kesejahteraan  masyarakat dengan meningkatkan layanan masyarakat,
mempromosikan pemberdayaan dan partisipasi, dan meningkatkan persaingan
antar daerah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, spesialisasi,
demokrasi dan kekhasan wilayah sistem kesatuan Republik Indonesia. (Hayati, 2015)

Kepala daerah dibantu oleh dewan perwakilan rakyat daerah melaksanakan
tugasnya melaksanakan pemilihan umum, akan melakukan seleksi terhadap calon-
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calon yang akan dicalonkan untuk pemilihan berikutnya berdasarkan rekomendasi
dari parpol, atau gabungan dari beberapa parpol (partai politik).

Calon ini diajukan untuk menjadi kepala daerah dan wakilnya, maupun
untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah harus mempunyai integritas
tinggi agar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di daerah
unuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemilihan kepala daerah dan
anggota dewan perwakilan ini dipilih secara langsung agar masyarakat juga
berperan aktif dalam menentukan calon pemimpinnya, ini juga dilakukan untuk
meningkatkan peran yang nantinya di emban oleh pejabat tersebut agar amanah
dalam menjalankan tugasnya. Kualitas daerah sudah pasti ditentukan juga oleh
pemimpinnya dan aparat yang diberikan mandat untuk itu.

Di dalam undang-undang diatur juga bahwa calon untuk kepala daerah ini
tidak hanya diikuti oleh satu calon, namun bisa diikuti oleh beberapa calon, ini
dilakukan agar para calon kepala daerah dapat berkompetensi dengan sehat dengan
menyampaikan visi dan misi untuk kemajuan daerahnya agar mampu menarik calon
pemilih. Pemilihan secara langsung ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat dalam menggunakan hak politiknya untuk
menyuarakan aspirasinya dalam memilih kepala daerah. Pilkada langsung dianggap
sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini sebagai perwujudan dari demokrasi
politik. (Remaja, 2017)

B. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur sebagai
Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam
pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan
kota. (Remaja, 2017)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.” Dan Pasal 18 ayat 2 diatur tentang hak otonomi dari pemerintah
daerah, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.( Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
ayat1ldan?2)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu
melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dinyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan
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Republik Indonesia.( Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat 1 dan 2)

C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Sebagai suatu organisasi pemerintahan lokal tentu akan memiliki

perangkat organisasi sebagai pelaksana, baik teknis maupun administrative,
diantaranya yaitu:

a.

Kepala Daerah
Kepala Daerah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah
Otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan
bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah
dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di
Daerah.
Sejalan dengan konstruksi yang demikian itu, maka Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa Kepala Daerah menurut
hirarkhi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri. Jika ditinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan
ketatalaksanaan adalah tepat sekali jika Kepala Daerah hanya mengenal
satu garis pertanggungjawaban, oleh karena itu Kepala Daerah tidak
bertanggungjawab kepada DPRD. Namun demikian, Kepala Daerah
berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan Daerah. (Mulyana, 2015)
Wakil Kepala Daerah
Mengingat tugas-tugas yang dihadapi oleh kepala daerah baik dalam
fungsinya sebagai kepala wilayah administratif maupun sebagai kepala
daerah otonom, maka pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan Wakil
Kepala Daerah. Mengingat kondisi daerah yang berbeda, maka pelaksanaan
pengisian jabatan wakil kepala daerah tersabut akan diadakan menurut
kebutuhan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai Wakil Rakyat, maka
kepada Dewan Perwakilan Rakyat diberikan hak-hak tertentu, yaitu:

1) Anggaran

2) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

3) Meminta keterangan

4) Mengadakan perubahan

5) Mengajukan pernyataan pendapat

6) Prakarsa

7) Mengadakan penyelidikan.
Hak-hak yang dimaksud di atas adalah memungkinkan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah melaksanakan fungsinya, cara-cara penggunaan hak tersebut
di atas diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Sekretaris Daerah
Sekretariat Daerah Tingkat I diintegrasikan dengan sekretariat wilayah
Provinsi atau Ibukota Provinsi dan sekretariat daerah tingkat II
diintegrasikan dengan sekretariat wilayah Kabupaten atau Kotamadya.
Sekretariat daerah adalah yang membantu Kepala Daerah dan Kepala
Wilayah. Dengan pengintegrasian Sekretariat tersebut, dapatlah diharapkan
daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pekerjaan dan dapat pula
dicegah kesimpangsiuran yang tidak perlu.
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Sekretariat Daerah tidaklah dipilih, tetapi diangkat dari pegawai yang
memenuhi syarat-syarat, serta setelah mendengar pertimbangan Pimpinan
DPR. Yang dimaksud dengan “setelah mendengarkan pertimbangan
Pimpinan DPRD ialah bahwa Pimpinan DPRD tersebut menyampaikan
pertimbangannya kepada Kepala Daerah setelah mendengar atau meminta
pendapat fraksi-fraksi. (Mulyana, 2015)

e. Badan Pertimbangan Daerah
Di Daerah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaannya
terdiri dari Pimpinan DPRD dan unsur fraksi-fraksi yang belum terwakili
dalam Pimpinan DPRD. Badan yang dimaksud bertugas untuk memberikan
pertimbangan-pertimbangan, saran-saran, pendapat dan usul-usul kepada
Kepala Daerah di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan
pemerintahannya di daerah

f. Dinas Daerah
Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan dari Pemerintah Daerah, urusan
yang diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah adalah urusan yang telah
menjadi urusan rumah tangga Daerah.
Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi
wewenang Pemerintah Pusat dan belum diserahkan kepada Daerah dengan
sesuatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah menjadi urusan rumah
tangganya adalah tidak dibenarkan, karena wurusan tersebut belum
diserahkan kepada Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-dinas
daerah itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah.

g. Perusahaan Daerah
Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah
untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah
penghasilan daerah. Berhubung dengan itu, maka perusahaan daerah harus
didasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat, atau dengan
perkataan lain, Perusahaan Daerah harus melakukan kegiatannya secara
berdaya guna dan berhasil guna. (Mulyana, 2015)

D. Dampak Kekuasaan Politik Terhadap Pejabat Struktural Dalam Lingkup
Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.
1. Dampak Kekuasaan Politk dan Implementasi Asas Umum
Penyelenggara Pemerintahan.

Kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk
memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media
massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.
(Hidayat, Teori-teori Politik, 2008)

Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah
Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota
berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: asas
ke-islaman; asas kepastian hukum; asas kepentingan umum; asas tertib
penyelenggaraan pemerintahan; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas
profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas kesetaraan.(
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 20
hurufa, b,c, d, e £, g h, 1 jdank)

Bupati adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian yang memiliki wewenang
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dalam hal pengangkatan pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pengelolaan
kepegawaian sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. Kualifikasi jabatan merupakan kualifikasi minimal yang
harus dimiliki pemangku jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terdiri
atas pendidikan, pelatihan dan pengalaman Sehingga berasaskan profesionalisme
ASN, Pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dilingkungan pemerintah Kabupaten
Aceh Barat dalam hal pengangkatan sudah sesuai dengan kualifikasi jabatan minimal
yang harus dimiliki pemangku jabatan. Dalam hal mutasi dari eselon Illa ke IIIb, dan
dari eselon III ke eselon IV merupakan hal yang biasa sesuai kebutuhan organisasi.
(Andry, 2023)

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh disebutkan penyelanggaraan
pemerintahan, Penyelanggaraan pemerintahan yang dimaksud disini ialah kebijakan
implementasi oleh Bupati Aceh Barat yang berasal dari partai politik selaku Pejabat
yang berwenang terhadap pengangkatan pejabat struktural di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan asas umum
penyelenggaraan pemerintahan.

Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yaitu menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara
pemerintahan, mutasi jabatan sering terjadi dilingkungan pemerintah Aceh Barat
eselon Il ada yang Plt, eselon III dan eselon IV ada yang PJ, karena untuk menduduki
jabatan (Wahyuni, 2023)harus memenuhi syarat jabatan.

2. Kebijakan Bupati Aceh Barat dalam Pengangakatan Pejabat Struktural
Eselon II, III, dan IV yang Memiliki Kekuasaan Politik.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai
ASN vyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme- Bupati memiliki kekuasaan dan
kebijakan secara politik serta berwenang secara politik untuk mengangkat dan
menunjukan pejabat struktural guna untuk mendukung dan membantu program
kerja yang telah disusun, namun sebelum mutasi dilakukan setiap calon pejabat yang
akan menduduki jabatan akan dinilai oleh pejabat penilai kinerja. (Andry, Analis
Kesejahteraan SDM Aparatur BKPSDM Aceh Barat, 2023).

Bupati memiliki kekuasaan politik, karena bupati terpilih dari proses
perpolitikan dan dicalonkan dari partai politik, DPRK juga berasal dari partai politik
serta memiliki fungsi kontroling, mengawasi dalam menjalankan fungsinya, peran
tim sukses merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi menangnya calon
Bupati ketika masa kampanye, dalam mengambil kebijakan Bupati tidak melibatkan
tim sukses atau pendukukung untuk mencampuri urusan pemerintahan terutama
dalam mengangkat Pejabat Struktural menurut Astika Cibro tidak mengetahui,
karena menyangkut hak pejabat daerah. (Cibro, 2023).

E. Proses Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
1. Proses Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II, III, dan
AY
Menurut andry proses pengangkatan dan mutasi pejabat struktural (eselon II,
III, dan IV) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai peraturan
perundang-undangan karena berdasarkan hasil perhitungan tim penilaian kinerja.
Proses pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat selama periode Pemerintahan 2017 s/d 2022 pernah diadakan seleksi terbuka
untuk mengisi kekosongan eselon II, namun tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian
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tidak ada aturan yang mengatur tentang waktu pergantian dan pengangkatan
pejabat struktural (eselon II, III, dan IV), namun dapat dievaluasi setelah 6 bulan
karena adanya kekosongan jabatan (Andry, Analis Kesejahteraan SDM Aparatur
BKPSDM Aceh Barat, 2023). Sehingga jabatan JPT diisi oleh PIt untuk eselon II, Plt
atau PJ untuk eselon Illa, dan PJ untuk eselon IV.

Mutasi dilakukan atas dasar kesesuai antara kompetensi PNS dengan
persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan
kebutuhan organisasi. Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sering
terjadi terhadap pejabat eselon Illa ke IIIb dan kemudian dari eselon III ke eselon IV,
karena mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan merupakan hak Pejabat
Pembina Kepegawaian. (Wahyuni, 2023).

2. Prosedur Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV

Prosedur pengangkatan perjabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon
IV di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan perhitungan dan penilaian kinerja, dalam
aturan pola karier aparatur sipil negara dapat dibentuk secara horizontal, vertikal
dan diagonal, mutasi jabatan dari eselon III ke IV merupakan hal biasa dalam karier
PNS. Dalam kualifikasi jabatan yang dibutuhkan pemangku jabatan yaitu mengikuti
pelatihan (pendidikan dan latihan jabatan) untuk meningkatkan kemampuan dan
menunjang pelaksanaan tugas jabatan dalam hal ini adalah pelatihan kepemimpinan.
Selama periode 2017 s/d 2022 pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diangkat pernah diberikan
atau dikirim mengikuti pendidikan dan latihan jabatan. PIM II, III dan IV diberikan
bagi pejabat yang memenuhi syarat. (Andry, Analis Kesejahteraan SDM Aparatur
BKPSDM Aceh Barat, 2023).

Bupati selaku pejabat yang berwenang mengangkat pejabat struktural
eselon II, eselon III, dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Namun dalam proses pengangkatan pejabat struktural selama ini tidak mengetahui
bagaimana prosesnya, karena setiap pemangku jabatan ada kualifikasi jabatan
(analisis jabatan struktural) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
yaitu bagian organisai. (Tawakal, 2023).

Kesimpulan

Pertama dampak kekuasaan politik terhadap pejabat struktural dalam
lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat oleh Bupati selaku Pejabat yang
mempunyai kewenangan mengangkat dan mutasi pejabat struktural ada yang tidak
memenuhi syarat kualifikasi minimal yang terdiri atas pendidikan, pelatihan dan
pengalaman sesuai Pasal 9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun
2022, selanjutnya Bupati Aceh Barat belum sepenuhnya mengimplementasikan Pasal
20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan
umum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas proporsionalitas, dan asas
profesionalitas. Hal tersebut memberi dampak terhadap kinerja aparatur sipil
negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, proses pengangkatan dan mutase pejabat struktural di lingkungan
pemerintah kabupaten Aceh Barat ada yang tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ada
pejabat yang diangkat tidak memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan
jabatan, tidak mengikuti Pendidikan dan pelatihan, tidak memiliki nilai dasar
Pendidikan sesuai disiplin ilmu dan terdapat intervensi politik dalam
pengangkatan pejabat struckural.
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